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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan yang dikemukakan penulis di

atas maka kesimpulan yang dapat diberikan mengenai permasal ahan dalam

penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1

Bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah mengatur
tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam
mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran atau
kerusakan lingkungan hidup di kabupaten/kota. Maka koodinasi
dalam rangka pencegahan pencemaran di kota Yogyakarta dapat
langsung dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dengan dinas-
dinas daerah yang terkait berdasarkan pada Peraturan Walikota
Nomor 100 Tahun 2009 Tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/
Instans Vertikal Di Pemerintahan Kota Y ogyakarta.

Kegiatan koordinas antar dinas daerah dalam rangka pencegahan
pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta dilakukan oleh
Badan Lingkungan Hidup yang langsung berkoordinasi dan
konsultas dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, SKPD
(Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Staf Ahli dari dinas yang
terkait untuk melaksankan tugas dan fungsinya dalam pencegahan

pencemaran di kota Y ogyakarta.
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Hambatan dalam koordinas antar dinas daerah dalam rangka
pencegahan pencemaran di kota Y ogyakarta adalah komunikasi dan
konsultas antar dinas daerah yang terkait kurang berjalan dengan
baik disebabkan adanya tumpah tindih kepentingan antara dinas

daerah dengan dinas lainya.

B. Saran

1

Hendaknya dalam melaksanakan koordinasi antar dinas daerah
dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Y ogyakarta
para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Staf Ahli yang
ditunjuk langsung oleh Badan Lingkungan Hidup melalui Asisten
Perekonomian dan Pembangunan harus menyadari tugas dan fungsi
untuk menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran atau
perusakan lingkungan hidup dari ulah manusia sendiri.

Para SKPD (Satuan Kerja Perangkat) dan Staf Ahli yang ditunjuk
langsung oleh Badan Lingkungan Hidup melalui Asisten
Perekonomian dan Pembangunan seharusnya mampu untuk
membangun hubungan antar dinas daerah dalam rangka pencegahan
pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta dengan diaog
antar dinas daerah, komunikasi yang baik antar dinas daerah dan
disertai moral yang bak dari para pegawa negeri sipil dalam

melaksanakan pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota
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Yogyakarta. Sehingga tugas dan fungsi antar dinas daerah dapat
berjalan harmonis dan elegan.

Sebaiknya pun pendidikan para pegawai neger sipil tersebut yang
ditunjuk menjadi SKPD dan Staf Ahli ditingkatkan kembali agar
sumber daya manusianya dalam melaksanakan pencegahan
pencemaran lingkungan hidup di kota Y ogyakarta dapat diterapkan
dengan balk dan menghasilkan perubahan di lingkungan kota

Y ogyakarta yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.
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